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ABSTRAK

sebagan salah satu negara berkembang bangsa Indonesia sast ind sedang
giat-giatnya membangun vang ditnjukan untuk meningkatkan kesejahterzan dan
tral hidup rakvat demn terciplanya masyaraka: vang odil dan makmur.
Pemerataan penyebaran pembangunan divujudkan dengan pembangunan fisik
seperti pembangunan gedung-gedung, perumahan, jalan rava, perkantoran, pabrik-
pabrik, hetel, jembatan, pelabuban dan ssrne-sarana untuk kepentingan umum
lainmya yang disalurkan melalw proyek-provek pemerinioh vang  diserahkan
kepada pibak swasta yaitw pemborong yang diawali dengan adanya pelelanian,
Salah sat syarat bagi pemborong untuk mengikut pelelangan suaty provek
pemerintuh vailu adanva surat garansi dari bank untuk jominan tender frender
Aorned). Bank garansi untuk jaminen tender (resder bond) dapat diterbitkan oleh
Jasa Raharja atau pun Bank salah satunya Bank Nagari Cabang Lama Padang,
prosedur dalam penerbitan bank garansi untuk jaminan tender (fender hond) pada
Bank Magari Cabang Utama Padang ini telah diatur dalam Lampiran Keputusan
Ehrekst Mo, SRO2SDIRAT-2004  tangeal | Juli 2004 tentang  peraturan
pelaksanaan pemberian bank garansi kepada konrrakior,

Permasalahon  yang  dibahas  dalam  skripsi il adalah  mengenai
pelaksanasn bank garansi untuk jaminan tender (fesder bond), perbedaan bank
garansi untuk jaminan tender (fender bond) dengan bank paransi lainnva vang ada
pada Bunk Napari Cabang 1tama Padang, kendala-kendala yvang ditemd dalam
peloksanaan bank garansi uniuk jaminan tender haik kendala vang ditemui olch
Bunk MNagari Cabang Utama Padang maupun kendala vang ditemui oleh si
pemahon {koniraktor).

Untuk membahas permasalahan vang ada digunakan metode pendekatan
yuridis sosiologis yailu dengan menekankan pada aspek hukum vang herlaku
dikaitkan dengan prakicknya di lapangan. Jenis data yang dipunakan adalsh data
primer dan data sckunder. Data sekunder diperoleh melabui buku-buku atau
penelitian kepustakaan. sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian
lapangan yaitu melakukan wawancara dengan pihak Bank Magari Cabang Uama
Padang dan nasabah waitn beberapa Kontraktor vang menjadi nasabah Hank
Magan Cabang Utama Padang, vang kemudian dianalisis dengan mengpunakan
metocle deskriptif koaliacif.

Dari penelitian lapangan  yang dilakukan, dapat disimpulkan  balwa
pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender frender bord) didasarkan pada
prosedur dan svarat vang telah ditetapkan oleh Bank Magari vang harus dipenuhi
pleb si pemehon (kontrakior) sebelum Bank  Magard Cabang uwiama  Padang
menerbitkan bank garansi untuk jaminan tender. Penerbitan bank garansi untuk
jaminan tender {tender bond) didasarkan pada kesepakalan antara permchon
dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan adanva kontra jaminan untuk
menghindari adonva wanprestasi dari si terjamin,



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bungsa Indonesia samt ini sedang piatnya membangun vang ditujukan
untwk dapat meningkatkan  kesgjabteraan dan taral hidup rakyvar demi
lereipranya masyarakat vang adil dan makmur, Konsep  pembangunan
Indonesin dituangkan  dalam Trilogi  Pembangunan  yang  lebih  lanjut
dijabarkan dalam delapan jalur pemerataan. Salah satu pointoya menghendaki
adanya pemerataan pembangunan,

Pemeratzan penyebaran pembangunan diseluruh wilavah  Indonesia
diwyjudkan dengan pembangunan fisik vang berwujud pembangunan gedung-
gedung, berlingkat untuk perumahan, perhotelan. perkantoran, pabrik-pabrik.
perusaiasan,  sarana  perbubungan,  pembangunan  swalavan-swalavan,
rehabilitas jalan-jalan. jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air. dan
sarana-sarana untuk kepentingan wmum lainnya dengan bentuk bangunan yang
beranvka ragam, corak dan bentuknya yang disalurkan melalui provek-proyek
dart pemerintah mavpun swasta.

Dalam pelaksanaan provek-provek pembangunan oleh pemerintah
dalam rangka pemerataan permbangunan untuk kepentingan umum ini dapat
dilakukan penawaran kepada plhak swasta waitu pemborongan dengan
memenuhi - syaratsyarat yang  telah  ditentukan  olch  instansi yvang
membarongkan (bawwhesr).

Untuk  pemborongan  bangunan  wang  dilakukan oleh  pemerintah

sebapai pihak yang memborongkan (Sewwheer), dapat menunjuk atay memilih
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pemboreng  yang  bonalde dan dapat memenuhi persvaran-persvaratan
pelaksanaan pemborongan dengan biaya murah dan bertanppung jowah, maka
pemiborong itu diwajibkan mengadakan penawaran-penawaran vang kemudian
diadakan pelelangan, Uniuk dapat mengikuti pelelangan pekerjaan kepada
pembarong selain wajib mengajukan penawaran-penawaran, juga diisvaratkan
ailanyva jaminan bank yang berupa jaminan penawaran (tender garansi).
Adanya jaminan bank vang berupa tender garansi i telah Jmeim dalam
prakick  perjanjian pemborongan  dan  prakiek  perbankan di Indonesia
Persvaratan untuk mengikuli pelelanpan telab diatue dalam Keppres Mo, 80
Tahun 2003 vang kemuedian diubah oleh Peraturan Presiden BRI No.32 Tabun
2005 vang berbunyi, pelaksansan APBN khususnva mengenai pelaksanaan
permborongan bangunan dan lampiran-lampirannya diatur tentang pelelangan
dan penunjukkan langsung unluk pemborongan banpunan,

[alam  perjanjian pemborongan diwajibkan adanva jaminan bank
{garansi bank) dimana bank berlindak scbagai penjamin jika pemborong atau
terjamin wanprestasi terhadap penerima jominan. Bank paransi atau jaminan
bank berwujud tender garansi dalam bentuk perjanjian penanggungan dimana
bank menjamin pembayaran sejumbab uang terenty (1 sampal 3 % dan
ponawaran).

Dalam perjanjian pemborongan bank garansi merupakan persoalan
yang penting dan sangal berpengaruh pada pelaksanaan pemboronpan. Bank

sebagal  lembaga  yang  berfungsi wvital dalam  perkembangan  ckonemi
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sering kali sanpat menentukan  dalam perjanjiopn pemborongan terutama
dalam provek-provek vany dibiavai oleh APBN.

Bank garansi dapat diperoleh denpan adanva suatu perjanjian antara
bank dengan pemborong  sebagal nasabah bank  tersebut, Bank  garanst
merupakan peranpian buntul atan (geceyoiry dan diinjae dar segi hukum
merpakan perjanjian peranggungan hutang, Dalam KUHPerdata  disor
dalarm Buku 111 Bab XV, pasal 1820 sampm 1850, dimana pasal-pasal
lerscbut mengatue tentang perjanjian pertanggungan hutang. Secara paris besar
materi yang diatur dapat disimpulkan  dalam hal pokok  vaitu tentans
pengertian dari pertanggungan, tentang hak dan kewajiban para pihak seriy
tentang sebah-sebab hapusnya pertangzungan ini.

Bank garansi. bagi pihak vang mengeluarkan  merupakan sualo
pengakuan tertulis wau jamio teriulis vang  isinyn menvetujui  untuk
mengikalkan din kepada penertima Jaminan puna memenuhi Kewajibun
erjamin dalam suatu jangks waktu tertentu, berupa pembayaran sejumlah
warng  apabila  terjamin di kemuodian bari  termyata  tidak  memenuhi
kewsjibannya kepada penerima jaminan.

Dalam mengeluarkan garansi, bank diwajibkan untuk bersikap selekuil
dalam  melakukan  aktifitas  untuk  meminimalisasi resiko.  Berdasarkan
prudentiol banking (prinsip kehati-hatian bank) dalam pemberian paransi.
bank barus melakukan penelitian secara seksama terhadap calon nasabah,
Dalam SEBI No. 11 4 110 UPPE 1angeal 28 Maret 1979, mengharuskan untuk:

1. Meneht bonafitas pihak yang dijamin,
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2, Meneliti sifat dan mentlai transakst yang dijamin sehingpa dapat diberikan
Jaminsn yvang sesuai,

Ao Menilan jumlah jaminan vang akan diberikan oleh bank.

e

Menilan pihak vang akan dhamin untuk diberikan bank garansi
[ samping dengan prinsip kehati-hatian bank juga memina kepada
rerjamin untuk memberikan jaminan lawan (kontra paransi) vang nilal tinainyva
minimal  sama  dengan  jumlab vang dicantumkan dalam bank  paransi,
kemudian atas pemberian jasa berupa surat garansi, bank menerima imbalan
jasa dari terjamin berupa vang tertentu vang discbut provisi.
ars hal i atas dapat disimpulkan balas bank garansi adalah seat
bentuk kredit vang wuojudnya terpantung pada suatu keadaan tertenty, Untuk
memperoleh bank paransi, pemborong harus memenuhi svarat perkreditan
sebaliknya pibak pemberd bank garansi wajib pula memenchi persvaratan
pemberizn  kredit  sesuai  dengan  peraturan perbankan  vang  berlaku,
Berdasarkan uraian di atas sangat menank  untuk dibahas permasalahan ind
dalam bentok skripsi yang berjudul @ “PELAKSANAAN BANK GARANS]
UNTUK JAMINAN TENDER (TENDER BOND) PADA BANK
NAGARI CABANG UTAMA PADANG DALAM PERJANJIAN

FEMBORONGANT

Perumusan Masalah
Berkaitan dengan judul dan Jatar belakang vang telah dikemukakan

diatas dapat dilithat adanya beberapa permasalaban vang dapat dijadikan
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I

Umuk mengetabui perbediom bank garansi untk jaminan tender (render
Sowd) dengan bank paranst lainnya vang ado pada Bank Nagari Cabang
Lama Padang.

A Untuk mengetahui kendala-kendala vang disemui dalam pelaksanaan bank
garansi wmok jaminan tender (tender bond).baik kendala vang ditemui
vleh Bunk Nagar: Cabang Utama Padang mavpun kendala vang ditemui

oleb si pemohon (kontrakor),

Iy, Manfaat Penclitian
suatu penelitian haruslah memiliki manfaat agar pecelitian vang
dilakukan tersebut tidak sia-sia, Diantara manfastnva antary [ain -
. Teosins
a. Melatih kemampuan untuk melakokan penelitian secara miab dan
merumuskan hasil-hasil penelitian tersebu kedalam bentuk tulisan,
bo Agar dapat menerapkan ilmuo-ilmu vang secarn teoritis  diterima
iibangku  perkulizhan dan mengbubungkanoya dengan dmta yang
diperoleh dilapangan,
¢ Lintuk menambah pengetahuan baik dibidang hukum umuom maupun
dibidang hukum keperdataan dan hukum ekonomi khususnya.
2. Prakiis
#o Gupa memenuhi salsh satn persvasatan untuk memperoleh gelar
Sarjang Hukum pada Fakultas Hukom Universitas Andalas,
b. Sebagai salah satu sarana latihan guna mengembangkan alam pikiran

untuk menuangkan ide-ide dalam bidang ilmu hukom.
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HASIL PENELTTIAN DAN PEMBAHASAN

A, Gambaran Umum Tentang Bank Nagari Cabang Utama Padang

Sejarah Singhat Bank Nagari Cabang Utama Padang

Pada awal dasawarsa ecnom puluhan baik Pemerinahin Dacerah maupun
tokoh-tokoh pengusaha swasta, samo-sama menyvadars bahwa uniuk dapat
memact gerak pembangunan dacrah lebib cepat lagi i Sumatera Barat
tiperlukan adanya suatu lembaga kevangan vang berbentuk Bonk yanp secara
khusus membanty pemerintah dalam melaksanakam pembangunan di daerah.
Dilatarbelakangt kesadaran  tersebul, maka pada tanggal 12 Maret 1962
dibadapan Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerab Propins
sumalera Barat yang diwakili oleh Soclame: Dipowardajo dan pihak swasta
diwakili - oleh  Hadis  Didong  untok mengukuhkan  pendidan Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Baral dengan nama "PT Bank Pembangunan
Daerah Sumaters Barul”, Pada tangeal 25 April 1962 oleh Wakil Menterd
Perlama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT,
Bank Pembangunan Daerah Sumatern Barmt melalui Sural Keputusan No,
BUMS-44/11 schingga mulailah PT. Bank Pembangunan Dacrah Sumatera
Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang,

Dengan keluarnya Undang-undang Ne. 13 abun 1962 anepal 16
Agustus 1962 yaitu tentang ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Dacrah, maka dasar bukum pendirian Bank Pembangunan Duerab harus

diganti yaitu dengan Peraturan Dacrah. Sehubunpgun denpan ketentuan tersebul,

b
e
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BARIY

PENUTLP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian vang dilakukan mengenal pelaksanaan

bank paransi uniuk jaminan tender pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

dapat disimpulkars hal-hal sebagai berikut ;

1. Prosedur pemberian bank garansi dalam perjanjian pemborongan diater

dalam Keputusan direksi BPD Sumbar N SKAOZVDIRDT-2004 tanggal
| juli 2004 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bank paransi kepada
kentraktar, Prosedur pemberian bank garansi digwali dengan pengajuan
permohonan secara tertulis oleh pemborong kepada Bank Nagari Cabang
Utama Padimg dengan memenubi syarat-syarat vang telah ditentukan oleh
Bank Magari dan melalui proses penilaian terhadap bonafitas dari si
remohon. Penerbitan bank garansi untuk jaminan wnder didosarkan pada
analisa dan rekemendasi vang telah dilaksanakan oleh pejabat/komite
yvang berwenang untuk memutuskan/menolak pemberian bank  garansi
kepada si pemohon (kontrakior) sesuai denpan keputesan dircksi.

Bank MNagari Cabang Ulama Padang menerbitkan bank paransi untk
Jaminan tender, jaminan pelaksanzan, jaminan vang muka, dan jaminan
pemeliharaan. Masing-masing bank garansi yang diterbitkan oleh Rank
Magari terdapat perbedaan dan persamaan diantaranya dapat dilihat dari -
tujuan dan jenis penggunaan, kriteria sipemohon ataw nasabah, penilaian

terhadap pemohon.masa berlakunyva bank garansi, biaya yang dikeluarkan

36
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